PUTUSAN
Nomor 031/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, diajukan oleh:

KOMISI PENYIARAN INDONESIA, vyang dalam hal ini diwakili oleh
Dr. S. Sinansari Ecip; Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D; Dr. Andrik
Purwasito, DEA; Dr. llya Revianti Sunarwinadi; Dr. Ade
Armando; Amelia Hezkasari Day, SS; Bimo Nugroho
Sekundatmo, SE, M.Si; Drs. Dedi Iskandar Muda, MA,
kesemuanya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, beralamat di
Gedung Sekretariat Negara Lantai VI, Jalan Gajah Mada No.
8, Jakarta, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai --------------------=----oomo--- Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon,;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Tidak Langsung
Indonesia Media Law and Policy Centre;

Telah memeriksa bukti-bukti;



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat
permohonan bertanggal 22 Desember 2006 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Desember 2006, dengan registrasi
perkara Nomor 031/PUU-IV/2006, telah diperbaiki pada tanggal 22 Januari 2007
dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2007,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945. Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran (Diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002
dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) merupakan
salah satu undang-undang yang berlaku saat ini, maka Mahkamah
Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas UU
Penyiaran terhadap UUD 1945;

2. Bahwa khusus untuk permohonan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi
perlu lebih dijelaskan. Satu dan lain hal karena permohonan a quo
mengajukan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran sebagai pasal yang diuji konstitusionalitasnya
terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pemohon menyadari bahwa Pasal
62 Ayat (1) dan (2) tersebut sudah pernah diuji dan diputus berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003. Pemohon juga
menyadari bahwa Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal
42 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 mengatur,
bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-

undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali;



Meskipun ada batasan-batasan pengajuan kembali tersebut, Pasal 42 Ayat
(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tetap memberi

peluang pengujian kembali dengan syarat:

permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh
Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat
konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang
bersangkutan berbeda.

Berkait dengan hal tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa, aturan tidak
dapat diujinya kembali suatu ayat, pasal atau bagian undang-undang
tersebut harus diartikan jika permohonan yang diajukan persis sama.
Persamaan itu tidak hanya berkait dengan ayat, pasal dan/atau bagian yang
diajukan, tetapi juga: (1) sama dalam hal argumen dasar permohonan; serta
(2) sama pula dalam hal pasal UUD 1945 yang dijadikan bahan acuan

pengujian materi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut;

Berdasarkan argumentasi demikian, Pemohon mendalilkan, meskipun Pasal
62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran telah dimohonkan dan diputus sebelumnya, namun
permohonan a quo masih layak untuk diterima karena “syarat-syarat
konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang
bersangkutan berbeda”. Dalam hal ini, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang
dihadapkan dengan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) tersebut berbeda dengan

permohonan sebelumnya,;

Alasan konstitusionalitas yang menjadi dasar permohonan sebelumnya
menyoal eksistensi KPl sebagai lembaga negara yang menurut para
Pemohon terdahulu tidak diakui keberadaannya menurut UUD 1945.
Sedangkan konstitusionalitas permohonan kali ini lebih pada tidak adanya
kepastian hukum karena KPl sebagai lembaga negara independen
(independent agency) kewenangannya justru diatur dengan Peraturan
Pemerintah, yang mengakibatkan KPI lebih menjadi lembaga eksekutif

(executive agency);

Meskipun Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran sudah pernah diajukan sebelumnya, namun alasan



konstitusionalnya berbeda. Pada permohonan kali ini keberadaan Pasal 62
Ayat (1) dan (2) diuji konstitusionalitasnya karena memberikan pengaturan

masalah penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP);

Pengaturan dengan PP demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan
karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena:

a. Pengaturan penyiaran dengan PP akan menyebabkan KPI sulit menjadi
lembaga independen, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 1
Angka 13 dan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran. Pengaturan dengan PP menyebabkan masalah
penyiaran regulasinya akan berada di bawah kepentingan eksekutif, yang
sedikit banyak akan mempengaruhi independensi KPI. Pengaturan dengan
PP karenanya bertentangan dengan Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

b. Untuk menjamin independensi, mestinya kewenangan pengaturan masalah
penyiaran diberikan kepada KPI. Karena salah satu ciri lembaga
independen adalah juga punya kewenangan pengaturan sendiri atas bidang
kerjanya (self regulatory body). Masalah pengaturan inipun telah dinyatakan
secara tegas dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran. Pengaturan dengan PP karenanya bertentangan
dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran;

Karena saling bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran itu sendiri, maka untuk mempertegas KPI
sebagai lembaga negara independen, yang berhak mengatur masalah
penyiaran, maka Pasal 62 Ayat (1) dan (2) patut dinyatakan bertentangan
dengan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945;

. Selanjutnya tentang pengujian Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran tehadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sama
sekali tidak ada masalah, karena berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi, memang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk melakukannya; lebih jauh Pasal 33 Ayat (5) belum pernah diuji
konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi;



Kesimpulannya, berdasarkan ketiga argumen di atas, Mahkamah Konstitusi

jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan uji konstitusionalitas Pasal 62
Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berkait dengan kedudukan hukum Pemohon (legal standing), Pasal 51 Ayat (1)

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

a.

b.

Perorangan warga negara Indonesia;

Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;

Badan hukum publik atau privat; atau

Lembaga negara.

. Tentang Pemohon sebagai Lembaga Negara

Berdasarkan aturan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi tersebut, Pemohon mendalilkan diri sebagai lembaga negara
yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara
a quo. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran mengatur:

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat
independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya
diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di

bidang penyiaran.

Demikian pula, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran menegaskan:

KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal

mengenai penyiaran.

Yang lebih penting, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-

1/2003 telah pula memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan



posisi KPI sebagai lembaga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi

menyatakan:

Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara
yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah
konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU
dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI
yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan
dengan UUD 1945. (Putusan MK No0.005/PUU-1/2003 hal. 79.).

Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat disimpulkan: Pemohon
adalah lembaga negara yang karenanya masuk dalam klasifikasi Pasal
51 Ayat (1) butir d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagai
pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam
perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran terhadap UUD 1945;

. Tentang Kerugian Konstitusional Pemohon

Berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi
menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Kelima syarat tersebut adalah: (a) harus ada hak konstitusional pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945; (b) hak konstitusional tersebut dianggap
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; (c) kerugian hak
konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi; (d) ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; (e)
ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan kelima syarat tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa:

a. hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang

dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur, setiap orang



berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dirugikan;

b. Kerugian konstitusional tersebut terjadi dan disebabkan karena hal-hal

yang akan diuraikan dalam bagian Pokok Perkara di bawah ini;

[ll. POKOK PERMOHONAN

A. Tentang Pengujian Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

1. Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya — berkait dengan kepastian
hukum — yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena
adanya inkonsistensi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran — sebagaimana telah dikutip diatas —
menegaskan bahwa KPI adalah lembaga negara yang “bersifat
independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”.. Meski
demikian, Pasal 62 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa aturan-aturan
penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah;

3. Pemohon mendalilkan bahwa suatu lembaga negara tidak dapat
independen jika pengaturan kewenangannya dilakukan dengan
Peraturan Pemerintah. Pengaturan demikian akan membuka peluang
besar intervensi pemerintah yang menurut UUD 1945 memonopoli
kewenangan konstitusional pembuatan Peraturan Pemerintah —
sebagaimana telah ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003;

4. Seharusnya, untuk menjamin independensi KPI, sebagai lembaga
negara independen (independent agency), KPI diberikan hak untuk
mengatur sendiri kewenangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di atas,
dan sesuai pula dengan doktrin bahwa lembaga negara independen
merupakan self regulatory body. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-1/2003 sesungguhnya telah mengakui konsep self regulatory
body tersebut dengan memutuskan, Mahkamah berpendapat bahwa

sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi



kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran ( Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003, hal. 80);

. Jika rincian kewenangan KPI dimonopoli pengaturannya oleh Peraturan
Pemerintah, maka alih-alih menjadi independent agency, KPI akan
cenderung menjelma menjadi executive agency, dua konsep lembaga
negara yang sangat jauh berbeda. Executive agency jelas-jelas
termasuk Kklasifikasi cabang kekuasaan eksekutif, padahal, tidak
demikian halnya dengan lembaga negara independen;

. Lembaga negara independen adalah organ negara (state organ) yang
didesain independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan
eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun mempunyai fungsi campur
sari ketiganya (Jimly Asshiddigie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia
Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, makalah dalam Seminar
Pembangunan Hukum Nasional VI, Denpasar 14 — 18 Juli 2003).
Dalam pendapat yang serupa Funk dan Seamon menyatakan lembaga
negara independen sering mempunyai kekuasaan “quasi legislative”,
“executive power” dan “quasi judicial” (William F. Funk dan Richard H.
Seamon, Administrative Law: Examples & Explanations (2001)
hal. 23 — 24);

. Secara doktrin, tentang lembaga negara independen, perlu dipaparkan
beberapa referensi di bawah ini:

a. Michael R. Asimow berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan
independen berkait erat dengan pemberhentian anggota komisi
yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur
dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan,
tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat
sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden, karena jelas-tegas
merupakan bagian dari eksekutif (Michael R. Asimow,
Administrative Law (2002) hal. 1);

b. William F. Fox Jr., berargumen bahwa suatu komisi negara adalah
independen bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam
undang-undang komisi yang bersangkutan. Atau, bila Presiden

dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (discretionary



decision) pemberhentian sang pimpinan komisi (William F. Fox Jr,
Understanding Administrative Law (2000) hal. 56);

c. William F. Funk dan Richard H. Seamon menambahkan bahwa sifat
independen juga tercermin dari: (1) kepemimpinan yang kolektif,
bukan seorang pimpinan; (2) kepemimpinan tidak dikuasai/
mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan (3) masa jabatan
para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi

bergantian (staggered terms). (Funk dan Seamon n. 5 hal. 7);

8. Bahwa meskipun yang bertentangan adalah aturan dalam Pasal 1
Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) dengan Pasal 62 Ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tetapi
Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) tidak dimintakan pengujian.
Hal itu karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa aturan
tentang KPI sebagai lembaga negara independen itu tidak
bertentangan dengan UUD 1945 (Funk dan Seamon n. 5 hal. 7). Tidak
demikian halnya dengan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang telah nyata-nyata
menghalangi independensi Pemohon dalam melaksanakan

kewenangannya sebagai lembaga negara independen;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, dapat disimpulkan
bahwa pengaturan kewenangan Pemohon tentang penyiaran yang
dilakukan dengan Peraturan Pemerintah justru tidak sejalan dengan
konsep lembaga negara independen yang sudah diakui Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-1/2003. Karena
ketidakkonsistenan tersebut maka aturan Pasal 62 Ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran demikian
nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

Tentang Pengujian Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

1. Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran mengatur bahwa “Atas dasar hasil kesepakatan
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sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara administratif

izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI”;

. Frasa “oleh Negara” dalam Ayat tersebut menimbulkan ketidakpastian
hukum, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945. Dalam praktek frasa “oleh Negara” diartikan
oleh Pemerintah, khususnya Depkominfo. Padahal jika betul yang
dimaksud negara itu adalah Pemerintah, maka frasanya harus tegas
menyatakan demikian: “diberikan oleh Pemerintah melalui KPI”.
Ketegasan demikian akan konsisten dengan definisi Pasal 1 Butir 12
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa
“Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh

Presiden atau Gubernur™;

. Faktanya, rumusan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menggunakan frasa “oleh
Pemerintah”, tetapi “oleh Negara”. Dengan demikian sewajibnya
makna negara itu bukanlah Pemerintah. Namun, karena interpretasi
dalam praktik masih diartikan izin “diberikan oleh Pemerintah” maka
interpretasi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, dan

karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

. Lebih jauh, jika yang dimaksud dengan pemberi izin adalah pemerintah
maka rumusannya mestinya jelas, sebagaimana muncul pengaturan
demikian dalam Pasal 33 Ayat (4) huruf d, yang mengatur:

izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh

Pemerintah atas usul KPI;

. Selanjutnya dengan menghapus frasa “Negara melalui” maka bunyi
Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran akan lebih tegas dan sesuai dengan kepastian hukum
menurut Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yaitu, “Atas dasar hasil
kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf c, secara
administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh KPI”;

. Penghapusan frasa “Negara melalui” bukan berarti menghilangkan
eksistensi “negara” yang menguasai “Cabang-cabang produksi yang

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak”
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(UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2). Sebab, dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, negara — di bidang
penyiaran — sudah direpresentasikan oleh lembaga negara, yaitu

Komisi Penyiaran Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah

Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 62 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 Ayat (5) sepanjang
berkait dengan frasa “oleh Negara” bertentangan dengan UUD 1945;

3. Menyatakan pasal 62 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 Ayat (5) sepanjang
berkait dengan frasa “oleh Negara” tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;

Kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa dan
memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis yang diajukan bersamaan dengan permohonan,
dan diajukan dipersidangan, yang telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-1
sampai dengan P-6, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran;
Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003;
Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2003;

Bukti P-4 . Fotokopi Surat Nomor PW 001/9674/DPR RI/2006, tanggal 11
Desember 2006;

Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berkas PUU Ke Bagian
Administrasi Perkara No. 218/SET 4.1.1 MK/XII/2006 tanggal 22
Desember 2006;

Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2007 tentang
Perpanjangan Masa Jabatan Pemohon (Anggota KPI Pusat);
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Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga

pada persidangan tanggal 19 Februari 2007 dan 8 Maret 2007, telah mengajukan

ahli yang telah di dengar keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama
Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D., Effendy Ghazali, Ph.D, dan Hinca IP Panjaitan, S.H.,
M.H., ACCS, serta saksi bernama Drs. H. A. Effendy Choirie, MH., M.Ag., dan

Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari ahli Pemohon, Denny

Indrayana, SH., LL.M, Ph.D, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Pemohon Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D.

bahwa melihat dari perspektif komunikasi, penyiaran adalah media komunikasi
yang sangat penting dan pada saat ini merupakan satu-satunya media yang
dapat menjangkau keseluruhan wilayah negara Indonesia dengan cepat secara
serentak. Penyiaran mempunyai potensi untuk menggalang pendapat serta
mendorong tindakan bersama adakalanya secara spontan, sehingga di dalam
kepustakaan komunikasi dikenal juga penyiaran itu sebagai hot media, media
yang panas dan memanaskan secara spontan dengan akibat langsung. Oleh
karena itu, wajar sekali apabila media yang seampuh itu menjadi ajang rebutan
dari berbagai pihak yang ingin mendominasi kekuasaan masyarakat untuk
berbagai kepentingan (politik, ekonomi, usaha, keyakinan, kelompok atau diri
sendiri);

bahwa penyelenggaraan penyiaran perlu diatur oleh suatu lembaga negara
yang mempunyai kewenangan konstitusional yang kuat agar dapat bekerja
dengan baik, terlepas (independen) dari pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan langsung;

bahwa yang menjadi sumber acuan dari lembaga tersebut, hendaknya semata-
mata kepentingan orang banyak dan kepentingan hidup bersama dalam
kehidupan bernegara, pemikiran ini makin berkembang akhir-akhir ini terutama
diarus reformasi di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Hal ini banyak terjadi
dibeberapa negara yang beralih dari pengaturan oleh pemerintah kepada
lembaga negara yang independen;

bahwa sering terjadi sesuatu gejala komunikasi dalam kehidupan bernegara
dan berbangsa yang dirancukan oleh publik dan berbagai pihak misalnya istilah
negara, seolah-olah negara itu sama dengan pemerintah, padahal, negara
tidak hanya pemerintah tetapi menyangkut segala pihak termasuk penduduk

dan rakyatnya, di dalam suatu negara demokrasi, rakyatlah yang terpenting.



13

Kerancuan ditimbulkan karena ada istilah pemerintah dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002;

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya memang tidak
spesifik menyebut dasar kewenangan pengaturan media penyiaran dan kepada
lembaga mana harus dilimpahkan, sedangkan banyak lembaga negara yang
independen yang mempunyai kewenangan mempengaruhi kehidupan
bernegara secara substansial ternyata juga dapat dibentuk tanpa mengacu
pada Undang-Undang Dasar dan itu ada dalam Keputusan Mahkamah
Konstitusi sendiri;

bahwa keterkaitan lembaga negara independen ini dengan Undang-Undang
Dasar dari segi perspektif komunikasi, dapat dilihat dari rujukan konstitusional,
komunikasi adalah yang menjadi sumber kewenangan komunikasi termasuk
penyiaran, sebenarnya dapat ditelusuri akarnya pada inti Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar 1945 pada
alinea keempat, disebutkan, salah satu tujuan pokok pembentukan Negara RI
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedaulatan
rakyat;

bahwa pencerdasan kehidupan bangsa bukan sekedar memberikan informasi
tetapi harus dalam konteks kedaulatan rakyat. Dari perspektif komunikasi,
pemahaman inilah yang juga harus mengaitkan KPl dengan kemerdekaan
mengeluarkan pikiran (Pasal 28), hak kebebasan komunikasi dan sebagainya
untuk membuat masyarakat hidup dengan cerdas. Dengan demikian upaya
harus tertuju pada pembukaan akses komunikasi seluas-luasnya untuk
mengembangkan kecerdasan dalam kehidupan berdemokrasi, berarti bahwa
pengaturan media berkomunikasi harus dikembangkan untuk menjamin dan
mencerminkan keanekaragaman pendapat dari rakyat bersama yang
mempunyai kedaulatan;

bahwa sumber acuan kewenangan yang lain adalah Pasal 33 Undang-Undang
Dasar, penyiaran memakai media fisik frekuensi yang sebetulnya sumber alam
milik bersama dari seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian dan
pembedaan, dimanapun dia berada dalam wilayah Indonesia, apa latar
belakang pendidikannya, status ekonomi atau kekayaannya maupun posisinya
di Pemerintah. Jadi penyiaran ini sering disamakan dengan pers, padahal
media pers kehidupannya menggunakan sumber atau resource milik pribadi

atau milik perusahaan, milik orang-orang yang menyelenggarakannya,
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sedangkan penyiaran memakai milik kita bersama seluruh masyarakat dan
tidak hanya orang-orang yang berada di Jakarta, frekuensi yang sama juga
sebetulnya menjadi milik orang-orang yang berada di daerah-daerah,;

bahwa Undang-Undang Penyiaran menekankan juga sistem penyiaran kita
terdiri dari jaringan dan stasiun-stasiun lokal. Memang sumber daya alam
frekuensi tidak dapat disamakan dengan sumber alam lain-lainnya yang dapat
dieksploitasi sebagai produk fisik, tetapi memerlukan usaha yang lebih besar
dan lebih luas, tidak hanya konten tetapi seluruh penyelenggaraan, karena
kalau hanya konten yang dijadikan penyelenggaraan maka sebetulnya kita
kembali pada konsep pengaturan penyiaran yang lama, apa yang boleh
disiarkan apa yang tidak. Padahal maksud undang-undang ini, demokratisasi
komunikasi adalah segala macam pendapat mungkin harus masuk, tetapi yang
terjadi hanya pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok tertentu yang
memiliki akses fasilitas komunikasi inilah yang berkuasa, itupun ada anjuran
dari Pemerintah agar diadakan merger diantara mereka, yang berarti makin
monopoli, padahal seharusnya terpencar ke seluruh masyarakat, karena
universal. International Telecomunication Union (ITU) mengalokasikan
frekuensi dengan menentukan setiap negara mengatur frekuensinya sendiri-
sendiri, kesepakatannya adalah sekian untuk broadcasting, sekian untuk
telepon dan sebagainya;

bahwa hendaknya di Indonesia mengenai pengaturan frekuensi oleh
Pemerintah, misalnya terhadap menentukan frekuensi yang mana, untuk apa,
dan kalau ada biaya frekuensi, tetapi tidak penyelenggara frekuensi, karena
frekuensi milik bersama dan penyelenggaraan hendaklah dengan kesepakatan
bersama untuk mengemukakan keanekaragaman pendapat;

bahwa harus dilihat secara luas, lembaga negara independen bukan suatu
yang unik dan spesifik bagi Indonesia. Memang belakangan dalam masyarakat
tersebar banyak sekali tambahan wacana yang mengatakan, “terlalu banyak
lembaga-lembaga negara yang independen, memakan uang, tidak efisien dan
sebagainya”, lebih baik semuanya dikerjakan Pemerintah”. Lembaga-lembaga
ini bukan khas Indonesia, Indonesia sendiri tidak tahu bahwa tidak banyak
lembaga-lembaga yang cukup efektif seperti KPU, tanpa adanya KPU yang
independen maka barangkali pemilihan yang telah terjadi terakhir tidak akan
dihargai oleh dunia. Lembaga negara yang serupa dapat ditemui di Amerika

Serikat, dimana beberapa hari yang lalu mempunyai fifty one independent
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agencies, masing-masing dibentuk dengan undang-undang tersendiri yang
dibuat parlemen atau kongres, mempunyai kewenangan membuat peraturan
masing-masing karena peraturan itu yang harus ditegakkannya disertai
kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga
Pemerintah, namun berada di luar jajaran lembaga eksekutif, karena lembaga
tersebut adalah lembaga yang mengurus hal-hal penting untuk menjaga
kepentingan publik yang beraneka ragam sifatnya, malahan dapat dikatakan
bahwa ternyata lembaga CIA adalah lembaga independen yang terlepas dari
Pemerintah Amerika, tetapi ketuanya dipilih oleh Presiden Amerika, dan banyak
lembaga independen lainnya, khusus mencakup penyiaran, badan regulasi di
AS adalah Federal Communication Commission (FCC), yang juga
menyelenggarakan dan mengatur penyelenggaraan penyiaran. Meskipun
berada di luar Pemerintah tetapi jangkauan FCC sangat luas, tidak hanya
masalah izin stasiun penyiaran tetapi sampai kepada izin pengaturan
standardisasi teknologi penghantaran frekuensi;

Bahwa selain FCC ada satu badan bernama National Telecomunication and
Information Administration (NTIA), NTIA bekerja sama dengan FCC tetapi
hanya bergerak dalam hal riset dan teknologi. misalnya ada frekuensi baru, ada
teknologi baru frekuensi ini bisa dipakai lebih banyak, tetapi yang menentukan
pemberian izinnya diserahkan kepada FCC dan tidak hanya memberikan izin
tentang stasiun penyiaran, tetapi juga tentang operator telekomunikasi dan
sebagainya. Karena kalau di tangan Pemerintah, akan mementingkan
kepentingan yang sudah dipengaruhi oleh berbagai politik. Di Kanada
mempunyai Canadian Radio Television Commission yang sekarang banyak
membantu berbagai negara Asia. Di Inggris, semula ada lima badan regulasi
tentang berbagai bagian telekomunikasi dan penyiaran, tiga diantaranya milik
Pemerintah, sekarang digabungkan menjadi Office Of Communication
(OFCOM). Lima badan regulasi dan Office of Communication dibentuk dengan
Undang-Undang Communication Act 2003 yang memberi kewenangan kepada
OFCOM sebagai suatu badan pengaturan, penyelenggaraan penyiaran yang
independen, tidak bisa dicampuri Pemerintah;

bahwa trend ke depan adalah makin banyak negara yang semula mempunyai
regulator Pemerintah mengubah sistemnya menjadi badan negara yang
independen, hal ini dapat dimengerti karena pemikiran arus zaman adalah lebih
demokratisasi dan terkait pada globalisasi. Jadi secara perspektif komunikasi,
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memang pengaturan penyiaran berada sepenuhnya di tangan KPI sebagai
lembaga independen, yang akarnya berasal dari Pembukaan Undang-Undang
Dasar, sehingga perspektif komunikasi adalah perkembangan regulasi
komunikasi dan perkembangan komunikasi masa depan;

bahwa andaikata pemerintah yang memberikan izin dimana pemerintah terdiri
dari perangkat birokrasi yang sudah sangat mantap, tetapi perangkat birokrasi
belum tentu masukan atau pendapatnya dipertimbangkan dan menghasilkan
hal yang lebih baik, lain halnya dengan KPI, KPI dibentuk justru untuk
mengatasi permasalahan birokrasi, badan-badan atau lembaga-lembaga
negara independen dibentuk agar penyelenggaraan hal-hal yang bersangkutan
tidak terjebak ke dalam birokratisasi;

bahwa ketika undang-undang penyiaran tersebut telah disahkan dan
menunggu tanda tangan dari Presiden, seluruh media penyiaran anti undang-
undang tersebut, dengan menyalahkan Pemerintah, padahal, yang seharusnya
disalahkan adalah DPR, Pemerintah dituduh bermaksud menutup kebebasan
berpendapat pers. Betapa diputarbalikkan konsep Undang-Undang Penyiaran
yang begitu reformis dan begitu maju, itu yang terjadi pada waktu undang-
undang penyiaran belum jadi. Sehingga menurut ahli, karena yang memegang
rambu-rambu menurut Undang-Undang Penyiaran adalah KPI, akan tetapi
Undang-Undang Penyiaran menyatakan, Peraturan Penyelenggaraan
Penyiaran harus Peraturan Pemerintah, maka seharusnya Peraturan
Penyelenggaraan Penyiaran adalah dari lembaga KPI;

bahwa hal inilah yang menjadi dilema di mana PP memang kewajiban
pemerintah, tetapi KPI penyelenggara penyiaran, menurut ahli pasal tersebut
merupakan pasal kompromi, akan tetapi mengenai adanya kompromi-

kompromi DPR tersebut tidak tercantum dalam undang-undang;

Ahli Pemohon Effendy Ghazali, Ph.D.

bahwa menurut ahli, saksi Effendy Choirie tidak hanya menjadi salah satu
lokomotif dalam melahirkan Undang-Undang Penyiaran bersama dengan
Bambang Sadono dan dari berbagai pihak lainnya tetapi juga sering menjadi
korban dari apa yang sedang dia lakukan;

bahwa dari apa yang disampaikan oleh almarhum Profesor Abdul Muis, S.H.
yang dikutip di halaman 65 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-1/2003 dimana Profesor Abdul Muis mengutip Profesor Dennis Mc.
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Qual yang menyatakan sebetulnya apa yang kita ributkan dapat dikelompokkan
dalam tiga hal yaitu kepentingan pemodal, kepentingan publik, dan kepentingan
Pemerintah. Pada tahap empiriknya adalah gara-gara pemodal, gara-gara para
saudagar;

bahwa asumsi pertama adalah pemodal yang takut pada kepentingan publik
dalam ranah penyiaran akan berupaya untuk berlindung di balik “ketiak
Pemerintah”, asumsi kedua adalah Pemerintah yang ragu-ragu atau tidak
sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan publik akan lebih memilih
berpihak kepada pemodal, asumsi ketiga adalah publik yang dipaksa bertekuk
lutut di bawah kepentingan pemodal dalam konteks industri penyiaran dan tidak
merasa bisa maju atau menyampaikan sesuatu kepada Pemerintah mula-mula
mestinya akan lari kepada DPR, tetapi DPR tidak mampu juga.;

bahwa semestinya mereka lari kepada lembaga negara independen yang
dinamakan KPI tersebut, tetapi KPl sampai saat ini diambil wewenangnya oleh
Pemerintah. Laswell dalam formulanya yang sangat lama mengatakan
komunikasi politik adalah who said what to whom in which channel, with what
effect. Lalu Chavy mengatakan bahwa persoalannya bukan siapa yang
mengatakan apa, tetapi who get to said what, siapa yang memiliki akses, siapa
yang memiliki kemungkinan untuk menyatakan apa, kemudian Dennis Mc. Qual
mengatakan ini tergantung dari historical situatifnya seperti apa;

bahwa kita sudah berhasil melahirkan proses reformasi, reformasi berarti me-
reform, memperbaiki hal-hal yang kita perlukan. Dalam Pasal 28F Undang-
Undang Dasar 1945 bersama Pasal 33 untuk menghindari bentrokan antara
pemodal dan kepentingan-kepentingan publik melahirkan Undang-Undang
Penyiaran, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang pada ujungnya
melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-
Undang Penyiaran yang mengatakan KPI merupakan lembaga negara bersifat
independen dan kemudian mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Yang
menjadi persoalan kemudian adalah untuk semua hal mengenai penyiaran tiba-
tiba ada kalimat keputusan itu harus disusun oleh KPI bersama Pemerintah;
bahwa dalam hal ini logika yang akan ahli kedepankan adalah untuk melihat
historical situatifnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-
1/2003 sama sekali tidak ada masalah, justru yang akan kita perjuangkan di
Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana melaksanakan putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut sebagaimana mestinya. Kalau memang pada waktu
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melahirkan Undang-Undang Penyiaran dulu terjadi kompromi yang sebetulnya
adalah kompromi dalam khasanah politik komunikasi, di mana jelas di
belakangnya ada kepetingan-kepentingan pemodal yang selalu terjadi di
berbagai negara di dunia tidak hanya di Indonesia, tetapi kenapa kita tidak
kembali saja kepada semangat yang semestinya sudah ada pada Undang-
Undang Penyiaran. Semangat yang semestinya juga lahir dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 dengan mengembalikan
kewenangan tersebut sebagaimana mestinya terutama leading sector-nya pada
KPI. Ada upaya untuk melakukan peninjauan karena dianggap bertentangan
dengan undang-undang atau konstitusi. Menyangkut kewenangan sebaiknya
atau seharusnya hanya oleh Komisi Penyiaran Indonesia, menurut ahli, akan
lebih baik lagi kalau dilakukan bersama;

bahwa Profesor Alwi Dahlan pada waktu menjadi Menteri Penerangan, sudah
melihat bahwa negara Indonesia cepat atau lambat akan masuk ke arah
demokratisasi yang menyeluruh sampai ke demokratisasi penyiaran. Pada
waktu itu Bapak Alwi Dahlan sudah mencoba menggagas konsep yang seperti
ini bahwa dalam khazanah penyiaran di Indonesia akan ditangani oleh lembaga
negara independen seperti KPI, tetapi kemudian setelah reformasi, bukannya
maju ke arah yang lazim berlaku di banyak negara lain, tetapi kembali ke
sebuah paradigma yang mundur ke belakang, di mana hal-hal mengenai
penyiaran diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta
jajarannya. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengambil keputusan karena
komunikasi politik adalah komunikasi politik yang selalu melibatkan ketiga
sektor, yang jika ingin disederhanakan menjadi para pedagang/para saudagar,
publik, dan Pemerintah;

bahwa asumsi yang disampaikan oleh Prof. Abdul Muis, S.H., yang mengutip
Prof. Dennis Mc. Qual, menurut ahli, ada dalam tatanan komunikasi politik yang
melibatkan ketiga asumsi tersebut, boleh ditolak. Tiga asumsi tersebut dengan
jelas mengatakan bahwa kalau berhadapan dengan publik, pedagang, maka
mereka akan cenderung menarik pemerintah. Pedagang memiliki
kecenderungan untuk tidak melaksanakan Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 di bidang penyiaran. Dengan demikian, ke depan mudah-mudahan
Menteri Kominfo bersama ahli dan KPI sungguh-sungguh menginginkan,
mempunyai dunia penyiaran yang sesuai dengan semangat Pasal 28F dan
Pasal 33 dan sesuai dengan pembukaan UUD 1945;
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Ahli Pemohon Hinca IP Panjaitan, S.H., M.H., ACCS.

bahwa untuk apa KPI ada, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
alinea keempat tujuan bernegara, salah satunya adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa. Negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah itu akan
selalu kuat, selalu dominan ketika dia melihat rakyatnya belum cukup cakap
untuk melakukan fungsi-fungsi lain. Hal itu berlangsung di Indonesia khusus di
penyiaran sampai menjelang reformasi, posisi negara sangat kuat untuk soal-
soal penyiaran sedangkan rakyatnya posisinya sama sekali tidak kuat;

bahwa tahun 1963 keluarlah Keppres 152 yang membentuk Yayasan TVRI
yang langsung diketuai Presiden dan menyatakan = memonopoli
penyelenggaraan penyiaran, satu-satunya tahun 1962, tidak ada yang lain.
Yayasan TVRI yang menciptakan, yang menyelenggarakan, dan yang
membuat aturan. Pada tahun 1990 lewat Departemen Penerangan keluarlah
Keputusan Menteri Penerangan Nomor 110 Tahun 1990 mengatur tentang
Sistem Penyiaran, yang didalamnya mulai dinyatakan penyiaran yang
dilakukan oleh Yayasan TVRI menjadi unit pelaksana teknis di dalam
Departemen Penerangan di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film,
khususnya Direktorat Televisi;

bahwa kemudian dalam perkembangannya mulailah lahir TV-TV swasta,
sehingga peraturan-peraturan berubah dengan lahirnya TV-TV swasta untuk
ditunjuk, tetapi tetap Pemerintah masih dominan, kemudian lahirlah Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1999 yang menjadi cikal bakal KPI yang sekarang,
kemudian reformasi berlangsung dan pada Desember 1999 Departemen
Penerangan tidak ikut dalam kabinet, Pemerintah pada saat itu berpandangan
masyarakat sudah lebih baik mengurus informasi, sudah bisa mengurus
sendiri, karena itu Pemerintah tidak ikut lagi, itulah latar belakangnya, sehingga
sejak itu mulailah didorong lahirnya Undang-Undang Penyiaran yang
mengakhiri dominasi Pemerintah yang sangat kuat kepada lembaga-lembaga
yang lebih demokratis, dengan begitu maka ada pemikiran untuk melahirkan
sebuah institusi baru dimana rakyatnya mendapatkan tempat, karena memang
itu domain masyarakatnya,

bahwa ketika KPI dilahirkan di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun
2002 kita mempercayai rakyatnya. bahwa distribusi kekuasaan kalau menurut